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TENTANG
BEBAS PASUNG ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA ( ODGJ)
DI KABUPATEN SOLOK

Gangguan jiwa masih menjadi masalah scrius kesehatan mental di Tndonesia yang perlu
mendapat perhatian lebih. Pada luhun 201 | Menteri Kesehatan RI sudah mencanangkan progran
Indonesia Bebas Pasung Tahun 2014. Namun program Indonesia Bebas Pasung tersebut direvisi
menjadi Program Indonesia Bebas Pasung Tahun 2019,

Metode pemasungan tidak terbatas pada pemasungan dilakukan secara tradisional
dengan menggunakan kayu atau rantai pada kaki, tetapi juga tindukaun pengekangan yang
membatasi gerak, pengisolasian, termasuk mengurung dan penelantaran, yang menyertai salah
satu metode pemasungan ( Kementerian Kesehatan RI, 2013 ),

Dengan memperhatikan Kebijakan Indonesia Bebas Pasung 2019 dan masih adanya
kasus pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGD di Indonesia termasuk
Kabupaten Solok, maka dibutuhkan terobosan dalam mencapainya. Adapun strategi yang perlu
dilakukan adalah :

l. Peningkatan peran aktil Kecamatan, Pemerintahan Nagari dan Puskesmas mielakukan
" Sistem Jemput Bola “ untuk menemukan kasus pasung, melakukan pemantauan dan
membgcbaskannya,

2. Kecamatan dan Pemerintahan Nagari bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan
dan jaminan atas pembiayaan pengobatan dan perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODGI) bagi masvarakat miskin,

3. Pemcrinlahan Nagari dan Puskesmas berperan akiif' dalam melakukan investigasi dan
memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pemasungan pada Orang
Dengan Gangpuan Jiwa (ODGI),

4. Puskesmas diberdayakan untuk menmjadi wjung tombak pelayanan keschatan jiwa serta
menyediakan pengobatan vang diperlukan.

3. Memngkatkan partisipasi masgyarakat untuk melaporkan Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODGI) terutama yang dipasung dan menyeralikan ke fasilitas kesehatan.
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